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Jutaan manusia di seluruh dunia menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan sebaga penyedia sumber
makanan yang penting, lapangan kerja, sumber pendapatan dan rekreasi. Bagi Indonesia yang merupakan
negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut sebesar 5,8 juta kmz2, perikanan
memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Sayangnya, pendayagunaan sektor perikanan terhambat oleh
maraknyatindak pidanadi bidang perikanan yang terjadi, akibatnya Indonesia mengalami kerugian yang
sangat besar. Tindak pidana di bidang perikanan sebenarnya telah menjadi isu yang sangat penting dalam
manajemen perikanan dunia, oleh karenaitu Food and Agriculture Organization (FAO) mengeluarkan Code
of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) dengan mandat utama dalam hal penyediaan kerangka
pengelolaan bagi pemanfatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan baik dalam tatanan global, regional
maupun nasional.

Sebagai pelaksanaan dari CCRF, FAO mengeluarkan panduan yang dinamakan International Plan of Action
(IPOA). Sgjalan dengan tuntutan dunia internasional dan kebijakan FAO tersebut, Pemerintah Indonesia
berusaha untuk memperbaiki pengelolaan perikanan nasional, termasuk dalam hal penegakan hukum yang
selamaini dirasalemah. Salah satu usaha peningkatan penegakan hukum adalah dengan mengeluarkan
Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam penegakan hukum melalui sarana penal,
penyidik merupakan instansi penegak hukum yang memegang peranan penting untuk menciptakan suatu
sistem peradilan pidanaterpadu. Dalam pembahasan Rancangan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan muncul ide untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada satu instansi penyidik
(penyidik tunggal) yaitu PPNS Perikanan, namun ide tersebut ditolak oleh Perwira TNI AL dan penyidik
POLRI.

Pada akhir pembahasan, disepakati suatu kompromi politis untuk memberikan kewenangan penyidikan
tindak pidanadi bidang perikanan kepadatigainstansi penyidik, yaitu perwira TNI AL, PPNS Perikanan
dan penyidik POLRI, kesepakatan tersebut dituangkan dalam Pasal 73 Undang - Undang Nomor 31Tahun
2004. Keberadaan tigainstansi penyidik dengan posisi sgjgjar dan kewenangan yang sama dalam penyidikan
tindak pidanadi bidang perikanan memungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan. Oleh karenaitu
diperlukan suatu mekanisme koordinasi dalam menjalankan tugas dan wewenang masing - masing penyidik
sehingga tercipta suatu mekanisme penyidikan yang akuntabel. Dengan mekanisme koordinasi maka tugas
dan wewenang ketigainstansi penyidik tidak tumpang tindih dan justru akan mendorong peningkatan
kinerja para penyidik secara umum, dengan demikian tujuan dari Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004
untuk menimalisir tindak pidana di bidang perikanan dapat tercapai.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=89105&lokasi=lokal

